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ABSTRAK
Hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang menjadi sistem
penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada
di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Bener Kelipah, Bandar dan Syah
utama, kegiatan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging) dengan
merubah dan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian
hortikultura (budidaya tanaman) secara tidak sah, sampai saat ini masih marak
terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol walaupun sebelumnya Dinas
lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian
telah menindak lanjuti kasus perambahan di hutan lindung tersebut, yang terbukti
melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Yang menjadi fokus permasalahan adalah
apa faktor penyebab, masih maraknya kegiatan illegal logging yang mengalih
fungsikan hutan lindung, bagaimana modus operandi dan vevendi terjadinya
kegiatan illegal logging, bagaimana sistem penerapan sanksi tindak pidana illegal
logging yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol, bagaimanakah upaya
pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana illegal logging di
kawasan hutan lindung Paya Rebol. Metode penelitian yang digunakan adalah
Metode Diskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan
untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi
pidana terhadap kasus illegal logging tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh
belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang
disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan,
kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan. Saran yang
direkomendasikan hendakanya pihak pejabat terkait dapat mengkombinasikan dan
memaksimalkan upaya-upaya preventif, upaya represif dan deteksi dini, yang
diharapkan dapat terus menekan terjadinya kasus perambahan dan perusakan pada
kawasan hutan lindung Paya Rebol.
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1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hutan sebagai salah satu karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa,
merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan dan
kekayaan alam yang sangat bermanfaat dan berharga bagi manusia, baik manfaat
ekologi (ilmu tentang struktur dan fungsi dari pada alam mencakup semua mahluk
hidup) .1Sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur
terhadap karunianya maka hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal
dengan mempertimbangkan kecukupan luas daerah kawasan hutan dalam daerah
aliran sungai, pulau atau provinsi serta keserasian manfaat secara froporsional
sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan perananya sebagai penyerasi
keseimbangan lingkungan hidup dunia.2 Hutan merupakan sumber daya alam
yang memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara,
keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat
dibutuhkan. Karena hal ini telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kesejahteran rakyat . 3
1 Ninik Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Peneggakan Hukum lingkungan (Jakarta,
Sinar Grafika, 1994). hlm. 1-5.
2Ahmad Redi,Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan,(Jakarta Timur, Sinar
Grapika, 2014). hlm. 170-171.
3Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta Sinar
Grapika, 2011). hlm. 17-18.
2Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara tropis yang memiliki
hutan terluas di dunia, yang memiliki potensi dan sumberdaya alam yang luar
biasa. Jadi untuk menjaga dan melindungi ekosistem alam dan sumberdaya alam
tersebut telah Pemerintah menetapkan suatu landasan hukum yang dapat
menampung persoalan secara menyeluruh. Salah satunya adalah Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan,
letak batasan, dan luas satu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi
kawasan hutan tetap dan jenis kawasan hutan lainya yang ditetapkan sesuai
dengan fungisnya.4
Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh
orang perseorangan maupun berkelompok dalam masyarakat, yang tentunya
pemanfaatan hutan juga harus menjaga kelestarian hutan dengan cara tidak
merusaknya, serta tidak dibenarkan melakukanya secara ilegal (tidak sah),
melainkan harus sesuai dengan izin dari pejabat yang berwenang.5Sebagaimana
yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (9) Ayat (10) Ayat (11) ayat (12) Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Perusakan Hutan
menyatakan bahwa, pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (ayat
1), dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut dengan tidak mengurangi fungsi
4P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan penangulannya (Jakarta, PT Rineka
Cipta,2002). hlm. 8-22.
5Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan
Illegal Logging,( Bandung, Nuansa Aulia,2008.). hlm. 208-209.
3utamanya.6 Karena pada dasarnya hutan dimaksudkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat menumbuhkan kesadaran
masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan sebagai amanah, untuk
mewujudkan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. 7
Menurut Supriadi, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat
dipastikan 70 sampai 80 % merupakan akibat perbuatan manusia. Faktanya saat
ini hampir diseluruh belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu
sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi dan dapat
pula terjadi karena sikap manusia yang merusak hutan. 8
Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Pada tahun 2015 saja Indonesia memiliki 29,7 juta ha, hutan lindung.
27,4 juta ha hutan konservasi. Hutan produksi terbatas 26,8 juta ha. Hutan
produksi 29,3 juta ha. Total luas hutan di indonesia sebanyak 128 juta ha. Yang
tentunya setiap tahun terus mengalami penurunan.9Dari total luas hutan tersebut
indonesia menyisihkan 29.7 juta ha hutan lindung, yang merupakan kawasan
hutan berdasarkan keadaan dan fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan
sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi,
yaitu mengatur tata air, mencegah bencana banjir dan erosi serta memelihara
6Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan
Illegal Logging,( Bandung, Nuansa Aulia, 2008.). hlm 97-101.
7Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukumperkebunan di Indonesia, (Jakarta, Sinar
Grapika,2011). hlm. 255-264.
8Ibid
9Publikasi Statistik Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015.
4keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan
maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.10
Saat ini kawasan hutan sangat terancam keberadaan dan kelestarianya
akibat penebangan liar yang semakin hari semakin meningkat dan penebangan liar
juga telah merambah pada jantung-jantung hutan seperti hutan lindung dan hutan
konservasi, berdasarkan yang termuat dalam berita harian Kompas, menyebutkan
dari keseluruhan jenis kawasan hutan, setiap tahunya indonesia kehilangan hutan
seluas 684.000 hektar yang tidak dapat dipungkiri, di dalamnya termasuk juga
pengrusakan dan pengalih fungsian hutan lindung.11 Menurut Suripto bahwa
pemberantasan penebangan liar atau illegal logging tidak sulit untuk dilakukan
karena para sindikatnya sudah lama diketahui, maraknya penebangan liar ini
semakin parah terjadi karena tidak ada kesungguhan dan keberanian Pemerintah
untuk menindak lanjuti dan mengungkap secara terbuka mereka-mereka yang
terlibat.12
Penebangan liar atau tindak pidana illegal logging adalah praktik illegal
terhadap kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan serta
penebangan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia
atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak hutan. Seperti
yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (4), ayat (6) dan Ayat (10) Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
10Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan,(Jakarta,PT,Rineka Cipta,
2000), hlm. 3-4.
11https://www.kompasiana. com. Di akses tanggal 27 Februari 2018.
12Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan diIndonesia, (Jakarta, Sinar
Grapika, 2011). hlm. 298-305.
5praktik ini tergolong dalam kejahatan teroganisir.13 Karena modusnya melibatkan
cukong dan para petugas baik itu di tingkat pusat atau daerah dengan kata lain di
balik kegiatan tersebut ada pihak oknum anggota aparatur negara dan sebagian
instalansi pemerintah juga bermain di dalamnya. Di sisi lain penegakan hukum
tindak pidana dibidang kehutanan yang diatur dan dirumuskan dalam Undang-
undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan, tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksudkan dengan illegal
logging tersebut, dalam artian tidak dirumuskan secara limitatif (yang bersifat
membatasi), sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal
logging sendiri-sendiri.
Di Provinsi Aceh, sejak Januari hingga Juni 2017 saja ditemukan 1.241
kasus pembalakan liar yang berada dalam KEL (Kawasan Ekositem Leuser), dari
banyaknya kasus illegal logging yang terjadi selama tahun 2017 tersebut.
Kabupaten Bener Meriah menempati urutan ketiga terluas terjadinya kasus
perambahan hutan atau illegal logging dengan jumlah total 728 hektar, jumlah ini
terus meningkat setiap tahunya.14
Salah satu kasus perambahan hutan di Kabupaten Bener Meriah terjadi
pada kawasan hutan lindung Paya Rebol yang berada diantara kawasan gunung
Borkol dan gunung Geureudong, perambahan hutan lindung di Paya Rebol
sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan baru marak terjadi pada tahun 2013
dan pada tahun 2015 telah ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib. Namun saat
ini kegiatan perambahan hutan masih berlangsung dan sebagian daerahnya telah
13Http:// Www.Hukumonline.Com/Undang-Undang-Nomor 18 Tahun 2013/di akses
tanggal 12 Maret 2017.11.23.
14https: // Acehportal.com. diakses Pada Tanggal 15 Maret 2017/ pukul 09.40.
6dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan hortikultura seperti perkebunan
kentang dan tanaman lainya.15
Hutan lindung Paya Rebol tersebut merupakan sebagai salah satu pusat
sumber air untuk beberapa Kecamatan di Bener Meriah yang berada diseputaran
kaki gunung Borkol dan gunung Geureudong. Yang mana Kawasan hutan tersebut
telah ditetapkan oleh Pemkab Bener Meriah, dalam Qanun Tata Ruang Kabupaten
Bener Meriah yakni Qanun No. 04 Pasal 22 Tahun 2013 dibagian kedua paragraf
1 sebagai kawasan hutan lindung, yang bertujuan untuk mengurangi resiko
kerusakan lingkungan hidup, terutama bagi masyarakat yang berada diseputar
kawasan hutan lindung tersebut.
Saat ini masyarakat hukum adat yang berada diseputaran hutan lindung
Paya Rebol mengharapkan Pemerintah untuk membedakan secara jelas antara
hutan Negara dan hutan adat (hak ulayat) agar tidak terjadi kesalah pahaman
persepsi masyarakat dalam membuka kawasan hutan. Sampai saat ini masyarakat
sekitar hutan menganggap bahwa hutan lindung milik negara tersebut merupakan
masih bagian dari kawasan hutan adat. Menurut Syarief Oebaidillah, hak atas
tanah hutan adat adalah hak menguasai tanah, salah satunya seperti hak komunal
milik masyarakat adat.16
Hak masyarakat atas hutan adat berawal dari pembukaan lahan yang
berada dalam kawasan hutan dengan memberikan tapal batas pada lahan yang
sudah dikelola, dan setelahnya akan timbul hak untuk menguasai hasil dari lahan
15Http://Lintasgayo /2014/07/15/ Hukum-Tak-sentuh-Aktor-Perusakan-Hutan-Lindung-
Bener Meriah/diakses Pada Tanggal 07 Maret 2017/ pukul 10.50.
16Syarief Oebaidilah,Kurnia Eka Julianto, Kehutanan Menjawab Krisis, (Jakarta, Grapika
Citra Adijaya, 2001). hlm.73-75.
7tersebut. Oleh karena itu menurut Sarkawi, sebagian dari masarakat adat tetap
beranggapan bahwa hutan adat adalah hutan yang tetap dibawah pengawasan
masyarakat adat setempat (desa), karena hutan adat tersebut telah menjadi
penopang kehidupan sehari-hari bagi masyarakat adat yang umumnya tinggal
disekitaran kawasan hutan tersebut.17
Di sisi lain upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging, yang
dilakukan Pemerintah di anggap masih belum maksimal dalam menerapkan sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal itu dibuktikan dengan
masih tingginya jumlah kasus perambahan hutan. Praktik illegal logging ini pada
akhirnya akan membawa dampak buruk, karena telah merusak lingkungan hidup
dan ekositem alam yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor,
kekeringan sumber air dan tingginya polusi udara yang semakin hari semakin
buruk.18 Tidak hanya manusia yang menerima dampak buruk dari pratik illegal
logging yang juga merasakan dampak terburuknya ialah flora dan fauna, tidak
heran kalau saat ini banyak hewan-hewan yang mulai turun kekawasan
pemukiman masyarakat, hal ini terjadi karena mereka tidak lagi memiliki tempat
tinggal yang cocok untuk habitat mereka. Mereka juga kekurangan makanan
sehingga banyak dari mereka yang menyerang perkebunan dan lahan pertanian,
17Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan
Umum. (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014). hlm. 7-14.
18Sadikin Djajaperjunda, Edje Djamhuri, Hutan dan Kehutanan Indonesia Dari Masa ke
Masa,( Bogor, Ipb Press). hlm.26-30.
8yang kemudian memicu seringnya terjadi konflik satwa liar dengan manusia, serta
mengancam kehidupan manusia dan kepunahan dari berbagai jenis satwa 19.
Dengan melihat dampak yang begitu besar dari kasus ini diharapkan
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta lebih khusus kepada pejabat
Pemerintah yang terkait dalam bidang kehutanan, dapat melahirkan serta
menerapkan suatu kebijakan hukum yang jauh lebih baik, terhadap tindak pidana
illegal logging. Dan agar kiranya dapat membebankan pertanggung jawaban
terhadap semua pihak terkait.
Penerapan sanksi Hukum terhadap kasus illegal logging khusunya di
kawasan hutan lindung, ini sangat sulit untuk diselesaikan oleh karena itu harus
dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap undang-undang yang berkaitan
dengan persoalan illegal logging guna demi terwujudnya suatu kepastian dan
keadilan hukum. Bertititk tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka
penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul.
“ Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di kawasan Hutan Lindung
Ditinjau Dari Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah
Kabupaten Bener Meriah.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa pokok permasalahan sebagai berikut  yaitu:
1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bener Meriah
(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dalam menanggulangi
19 https: //Www. Acehtrend. Co/ Laju -Kerusakan - Hutan -Bertambah-Gubernur-Aceh -
Didesak -Evaluasi-Morotarium-Logging/di Akses Tanggal 25 Maret 2017.16.30
9tindak pidana illegal logging dikawasan hutan lindung Paya Rebol
Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana menurut Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan
Hutan,terhadap Tindak pidana illegal logging yang terjadi di kawasan
Hutan Lindung Paya Rebol Kecamatan Bener Kelipah?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah
kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, khususnya istansi Pemerintah di
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai penerapan sanksi pidana atas
kasus illegal logging dikawasan hutan lindung, berdasarkan Undang-undang No
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta
bagaimanakah upaya penanggulanganya baik untuk masa kini dan akan datang.
Menggingat bahwa selama ini kebijakan Pemerintah mengatur tentang kejahatan
illegal logging belum sepenuhnya memberikan kepastian dan keadilan hukum,
yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya kegiatan perambahan hutan
dikawasan hutan lindung Paya Rebol.
1.4 Penjelasan istilah
Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan dan
menafsirkan beberapa istilah yang terdapat pada judul diatas, maka penulis perlu
menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul.
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“ Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan
Lindung Ditinjau Dari  Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan tersebut adalah:
1. Tindak Pidana
Merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang
mana larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa larangan aturan hukum tersebut.20 Menurut Profesor Pompe,
strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminya kepentingan umum.21Atau dapat diartikan,tindak pidana
adalah sesuatu yang dimiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana berupa, tindak pidana pelanggaran atau kejahatan.
2. Illegal Logging.
Adalah perbuatan/operasi/kegiatan kehutanan yang diidentikan dengan
istilah penebangan kayu illegal (tidak sah),disebut juga kegiatan yang belum
mendapatkan izin dan merusak hutan22.
20Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian, (Jakarta, PT,Raja Grafindo,2002).
hml.108.
21Lamintang, Francicus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia
(Jakarta Timur, Sinar Grapika, 2014). hlm.179-181.
22Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia,(Jakarta, Sinar
Grapika,2011). hlm. 298-300.
11
3. Hutan Lindung
Adalah suatu wilayah yang ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan
yang lebat yang di dalamnya terdapat berbagai jenis flora dan fauna serta hutan
lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan hutan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.23
5. Kawasan hutan
Adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau di tetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.24
4.  Sanksi
adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk menepati
suatu perjanjian atau menaati suatu ketentuan.25
1.5 Kajian pustaka
Sepanjang penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa karya ilmiah
atau tulisan yang membahas tentang illegal logging. Namun sejauh ini penulis
belum menemukan ada satupun kajian yang membahas secara khusus tentang “
Penerapan Sanksi Tindak Pidana illegal logging dikawasan hutan lindung Paya
Rebol yang ditinjau dari Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan “ yang terjadi di Bener Meriah. Di antara
tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu
sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang dikarang oleh wikan Thomas chirstiyan
23Sadikin Djajaperjunda, Edje Djamhuri, Hutan dan Kehutanan Indonesia Dari Masa ke
Masa,( bogor, Ipb Press, 2013 ). hlm. 37.
24 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.10/Menhut-II/2010.
25Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka,
2007 ). hlm.414 .
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dalam tulisanya yang berjudul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging
Menurut Undang-undang No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyebutkan
bahwa Tindak Pidana illegal logging adalah suatu tindak pidana yang cukup sulit
untuk dijerat oleh hukum. Karena tindak pidana ini di dukung oleh oknum
aparatur Negara, Instalansi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah,
dengan masih maraknya kasus tersebut terjadi di berbagai daerah yang selalu lolos
dari jeratan hukum 26.
Sedangkan jurnal karya ilmiah yang ditulis oleh Arija Br Ginting yang
berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan berdasarkan tulisan ini mengkaji tentang bagaimana masalah
pemidanaanya dan model pertanggung jawabanya dan dalam tulisan ini
menyatakan bahwa korporasi itu dapat dijerat oleh hukum dan bentuk
hukumannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Dan
bentuk pertanggung jawaban pidana antara orang perorangan berbeda dengan
pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.27
Selanjutnya ada tulisan karya ilmiah yang ditulis oleh Tuty Budhi utami
sh. Dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana
Illegal Logging. Dalam tulisanya mengemukakan bahwa kebijkan hukum yang
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap tindak pidana kehutanan masih belum efektif
karna disebagian Undang-undang tersebut masih bersifat terlalu general yang
26http://www.Google.co.id/search/ penerapan.-Sanksi-tindak-pidana-ilegal-logging di
akses pada 23 maret 2017.
27Http://Www.Google.Co.Id/Search-Jurnal-Terkait-Ilegal-Logging. diakses Pada Tanggal
23 Maret 2017 .
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mengakibatkan banyaknya multi tafsir atas suatu peraturan tersebut, yang
menimbulkan banyaknya kasus terkait illegal logging yang selalu lolos dari
jeratan hukum dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan tersebut .28
1.6. Metode Penelitian
Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini, metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif analistis,
dalam penelitian hukum, metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang
lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu
permasalahan yang sedang dikaji dan cenderung menggunakan analisis dengan
pendekatan induktif serta lebih menonjolkan pada proses dan makna yang
bertujuan untuk memahami secara mendalam atas suatu permasalahan yang sesuai
dengan fakta di lapangan.29
1.6.1 Jenis Metode Penelitian.
Jenis Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode
Field Research atau penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. karena dalam penelitian
ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian
yang digunakan yakni penelitian hukum empiris.30
Pada umumnya penelitian hukum mempunyai dua tipe yaitu penelitian
tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut
28Http://Www.Google.Co.Id/Search-penangulangan-Kasus-Ilegal-Logging-Kebijakan-
Hukum Pidana. diakses Pada 23 Maret 2017.
29https://www. kompasiana.com.diakses tanggal 27 februari 2018.
30Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta. Sinar Grafika, 2014). hlm.105-107.
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mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-
Undangan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan
pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan yang
digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam
masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan
mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau
penulisan hukum.
1.6.2 Jenis Data.
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian,
peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah
data yang diperoleh dari sumbernya langsung (informan), seperti dari masyarakat
maupaun dari istansi Pemerintah Kabupeten Bener Meriah terkait, seperti Dinas
Kehutanan, dan Pejabat Pemerintah yang berwenang dibidang kehutanan, dengan
cara melakukan wawancara, observasi  maupun laporan. Dan data sekunder yaitu
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,buku-buku yang berhubungan
dengan objek penelitian dan data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
1. Bahan Hukum Primer
Adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan di dalam penulisan
ini salah satu bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor
18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Perusakan Hutan(Tindak
pidana illegal logging).
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2. Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer seperti rancangan Undang-undang, buku-buku dan tulisan ilmiah,
pendapa para pakar hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.31
1.6.3 Tehnik  Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di lingkungan
masyarakat tertentu, baik berupa lembaga masyarakat atau lembaga
Pemerintahan.32 Yang terkait dalam dalam penelitian ini khususnya lembaga
pemerintahan dibidang kehutanan, dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut:
a. Studi Dokumen
Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitasnya (ukuran yang
menunjukan tingkat kesahihan suatu dokumen dan realibilitasnya (kesamaan fakta
yang diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan), sebab, hal ini sangat
menetukan hasil dari suatu penelitian, dengan cara melakukan atau mengadakan
pencatatan langsung melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan catatan harian dan
sebagainya.
31 Ibid hlm.106.
32Sumadi Surya berata, Metodologi Penelitian, (Jakarta, CV Raja Wali,1983). hlm, 23.
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b. Pengamatan ( Observation)
Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan proses pengamatan
langsung di lapangan serta pencatatan secara sistematik yang terdiri dari unsur-
unsur yang muncul dalam suatu gejala-gejala yang ada dalam objek penelitian
c. wawancara
Adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan menyampaikan
sejumlah pertanyaan yang sudah dirancang dan kemudian akan dijawab secara
lisan oleh responden, yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab
langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau
sumber data.33
1.6.4. Teknik Analisis Data
Data  yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian
lapangan akan dianalisis secara diskriptif kualitatif, yakni dengan
mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan
menurut kualitas dan kebenaranya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori atau
kaidah-kaidah hukum dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas
permasalahan yang dirumuskan.34
1.7. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini,
penulis akan membagi pembahasan kedalam empat bab. Masing-masing bab
33Amirudin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta ,PT Raja
Grafindo,2008). hlm.67-93.
34 https://www. kompasiana.com.diakses tanggal 27 Februari 2018.
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tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan
sebagai berikut:
Bab satu penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian
dan sitematika pembahasan.
Bab dua penulis akan menjelaskan tentang pengertian illegal logging,
bagaimana ketentuan dan pengaturan hukumnya, serta bagaimana penerapan
sanksi perambahan hutan menurut Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Sedangkan bab tiga, penulis akan mengambarkan hasil penelitian, sekilas
tentang penerapan sanksi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung
Paya Rebol yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  dan apa saja faktor penyebab
terjadinya, serta bagaimana upaya pemerintah daerah setempat dalam
menaggulanginya.
Selanjutnya pada bab empat, sebagai penutup penulis menarik beberapa
kesimpulan dan mencoba memberikan beberapa saran-saran yang kiranya
dianggap perlu oleh penulis.
18
BAB DUA
PENGRUSAKAN HUTAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
2.1 Hutan Lindung, Pengertian, Kriteria Dan Manfaatnya.
2.1.1 Pengertian Hutan Lindung.
Hutan lindung adalah jenis hutan hutan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis flora
dan fauna serta hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan, untuk tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut dan erosi serta memelihara
kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang
dipengaruhi sekitarnyayang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.1 Hutan lindung
atau disebut juga (protection forest) merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah
beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi,agar tetap terjaga fungsi-fungsi
ekologinya, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap
berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, yang sistem pengelolaanya
bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bahkan komunitas seperti
masyarakat adat.2
2.1.2 Kriteria Hutan Lindung
Tidak semua jenis hutan dapat digolongkan dalam hutan lindung, karena terdapat
beberapa kriteria yang wajib dipenuhi agar suatu kawasan hutan dapat digolongkan kedalam
hutan lindung yang secara khusus telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor
1Indriyanto, Ekologi Hutan, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006). hlm. 8-9 .
2Alam Setia Zain, Hukum  Lingkungan  Konservasi  Hutan, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000). hlm. 3-4.
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837/Kpts/Um/11/1980. Kawasan hutan yang bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan
setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah
sekor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
b. kawasan hutan yang mempunyai lereng sebesar 45% atau lebih.
c. kawasan hutan yang berada  pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan
laut.
d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan     mempunyai
lereng lapangan lebih dari 15%.
e.kawasan hutan yang merupakan daerah re sapan air.
f. kawasan hutan yang  merupakan daerah perlindungan pantai.3
2.1.3  Izin Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung
Sesuai dengan amanah Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berwenang mengelola kawasan hutan adalah Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan
hutan kepada BUMN  bidang kehutanan. Untuk itu dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/MENHUT-II/2013. Tentang
Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan
pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Dalam pasal 5 ayat (2)
huruf a dan huruf b kriteria pihak ketiga yang dapat memanfaatkan hutan tersebut adalah
1. Masyarakat setempat
3Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging,(
Bandung, Nuansa Aulia, 2008). hlm. 195-196.
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2.BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Untuk memperoleh hasil dan jasa hutan secara optimal adil dan lestari bagi kesejahteraan
masyarakat, hutan harus dimaanfaatkan secara optimal dengan pengkalisifikasian pemafaantan
hutan sebagai berikut
1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
4. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
Pemanfaatan hutan di atas hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan sebagai berikut:
1. Hutan konservasi kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti
dalam taman nasional
2. Hutan lindung kecuali pada blok perlindungan
3. Hutan produksi
Dalam pemanfaatan hutan wajib disertai hutan yang meliputi:
1. IUPK ( Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan )
2. IUPJL ( Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan )
3. IUPHHK( Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu )
4. IUPHHBK( Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu)
5. IPHHK( Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)
6. IPHHBK( Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu )
Kegiatan pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan hutan lindung berupa
pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu.
Sehingga izin pemanfaatan hutan lindung meliputi:
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a. IUPK diberikan oleh:
1. Bupati/Walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenanganya, dengan
tembusan Menteri, gubernur dan kepala KPH.
2. Gubernur, pada kawasan lintas kabupaten/ kota yang ada dalam wilyah kewenanganya,
dengan tembusan Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.
3.Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada , gubernur ,
bupati/walikota dan kepala KPH.
IUPK ini dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.
b. IUPJL diberikan oleh :
1. Bupati/Walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenanganya, dengan
tembusan Menteri, gubernur dan kepala KPH.
2. Gubernur, pada kawasan lintas kabupaten/ kota yang ada dalam wilyah kewenanganya,
dengan tembusan Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.
3.Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada , gubernur,
bupati/walikota dan kepala KPH.
Dan IUPJL ini dapat di berikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN,
BUMD.4
Ketentuan-ketentuan pada IUPK Hutan Lindung adalah sebagai berikut pada pasal 24 PP
No 6 tahun 2007 :
a. kegiatan-kegiatan IUPK antara lain; budi daya tanaman obat,budidaya tanaman
hias,budidaya jamur dan budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa
liar, dan budidaya hijauan makaanan ternak.
4
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b. Jangka waktu IUPK pada hutan lindung disesuaikan dengan jenis usaha paling lama 10
(sepuluh) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang
dilakukan secara berkala setiap 1(satu) tahun oleh pemberi izin.
c. IUPK diberikan paling luas 50 (lima puluhan) hektar untuk setiap izin.
d. IUPK diberikan paling banyak 2 ( dua) izin untuk setiap perorongan atau koperasi
dalam setiap kabupaten/ kota.
e. Kegiatan IUPK tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
f. Pengelolaan tanah
g. Kegiatan IUPK tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial dan
ekonomi.
h. Kegitan IUPK tidak menggunakan peralatan mekanisme dan alat berat.
i. Kegitan IUPK tidak membangun sarana dan prasana yang mengubah bentang alam.5
2.1.4 Manfaat Hutan Lindung
Hutan lindung menyimpan banyak sekali manfaat baik untuk manusia, maupun untuk
hewan dan tumbuh-tumbuhan dan fungsi utama hutan lindung tersebut adalah sebagai penjaga
kualitas lingkungan serta ekosistem di dalamnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/ MENHUT-II/2013.
Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan
pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Bahwa hutan lindung
memiliki manfaat sebagai berikut sebagaimana yang di maksud pada pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan
ayat (3)  antara lain melalui kegiatan:
1) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung,
dapat berupa:
5
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a. Pemanfaatan Kawasan
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
2) Pemanfaatan kawasan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung sebagaimana yang
pada ayat (1) huruf a natara lain melaui kegitan sebagai berikut :
a. budidaya tanaman obat
b. budidaya tanaman hias
c. budidaya jamur dan budidaya lebah
d. budidaya hijaun makanan ternak
d. penangkaran satwa liar
3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung
sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) hurf b anatar laian melalui kegitan usaha
antara lain :
a. pemanfaatan aliran air
b. pemanfaatan air
c. wisata alam
d. perlidungan keaneka ragaman hayati
e. perlindungan dan penyelamatan lingkungan
f. penyerapan dan atau penyimpanan karbon
4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu di kawasan tertentu pada kawasan hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf c antara lain berupa :
a. rotan
b. madu
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c. getah
d. buah
e. jamur dan atau sarang burung walet .6
2.2. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan.
2.2.1. Pengertian Pengrusakan Hutan
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2013. Pengrusakan hutan
adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,
penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunan izin yang bertentangan dengan maksud
dan tujuan pemberian izin dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, atau sedang diproses
penetapanya oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengrusakan hutan
adalah berkurangnya luasan hutan karena kerusakan ekosistemnya yang disebabkan oleh
penggundulan dan perambahan hutan atau disebut sebagai degradasi hutan.7
2.2.2. Tindak Pidana dibidang Kehutanan
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Namun saat
ini terjadi begitu banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan
pidana penjara atau denda  yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:
Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:
a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan;
6 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/MENHUT-II/2013
7Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
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b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat
yang berwenang;
h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan  liar melalui darat, perairan, atau udara;
j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki
hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
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m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau
memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah. 8
2.3. Tindak Pidana Illegal Logging
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging
Menurut Sukardi (ahli Hukum) apabila ditelusuri secara cermat pengertian illegal logging
dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam Undang-undang kehutanan, tidak akan
ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam The Contemporary English
Indonesian Dictionary“ Illegal“ artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan
hukum,haram. Dalam Black’s’ law Dictionary illegal artinya (fobidden by law; unlawful’s)
artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “ Log’’ dalam bahasa Inggris artinya,
batang kayu atau kayu gelondongan, dan “ Logging’’ artinya, menebang kayu dan membawa ke
tempat gergajian. Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan
bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu yang kemudian membawa
ketempat gergajian.
Defenisi lain dari penebangan liar (illegal logging) adalah berasal dari temu karya yang
diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak Tahun 2002,
yaitu illegal logging adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang
merusak. Forest wach Indonesia (FWI) dan Global forest wach menggunakan istilah “ Illegal’’
yang merupakan istilah dari penebangan liar (illegal logging), yang menggabarkan semua praktik
atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu
yang tidak sesuai hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar
(illegal logging) menjadi dua yaitu: pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar
8Undang-undang-Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
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ketentuan-ketentuan dalam izin yang di milikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-
pohon yang ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang
pohon.9
2.3.2 Teori Penerapan Sanksi Tindak Pidana Il legal Logging
Penerapan Sanksi Tindak pidana illegal logging menurut Undang-undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagai berikut:
1) Dalam Pasal 82 di sebutkan bahwa:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b; dan/
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2
9 http;//www.Researchgate.Net/Publication/kekuatan - Hukum- dalam- menanggulangi kegiatan – illegal -
logging/ di akses pada tanggal 19 Oktober 2017, 11.20.
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(dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2) Dalam Pasal 84 di sebutkan bahwa :
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim
digunakan untuk menebang, memotong , atau membelah pohon didalam kawasan
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling
lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dilakukan
oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan
hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama
2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3) Dalam Pasal 85
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan
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di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
4) Dalam Pasal 92 disebutkan bahwa :
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga
akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil
kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf a
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5) Dalam Pasal 94 di sebutkan bahwa :
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a;
30
b. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf c;
c. Mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
d; dan/atau
d. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan
kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun
di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
6) Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
c. Memindah tangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf c
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
7) Dalam Pasal 97 di sebutkan bahwa :
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25; dan/atau
b. Merusak, memindahkan, atau menghilangkan tapal batas luar kawasan hutan,
batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan
batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
a. Merusak sarana dan perasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25; dan/atau
b. Merusak, memindahkan, atau menghilangkan tapal batas luar kawasan hutan,
batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan
batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2
(dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8) Dalam Pasal 98 di sebutkan bahwa :
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu
terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu
terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).10
10 Http://Www. Hukumonline.Com/Undang-undang -18 Tahun 2013/diakses tanggal 20 September 2017.
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BAB TIGA
PERUSAKAN HUTAN LINDUNG PAYA REBOL
3.1. Gambaran Umum Kawasan Hutan Lindung Paya Rebol
Kawasan hutan lindung Paya Rebol terletak pada ketinggian 1900 meter di
atas permukaan laut, kawasan hutan ini menjadi salah satu sumber mata air utama
bagi masyarakat dari beberapa kecamatan yang berada disekitar kawasan hutan
lindung Paya Rebol tersebut seperti Kecamatan Permata, Bener Kelipah, Bukit,
Bandar, weh pesam dan Syiah utama. Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan
Aceh, berdasarkan Peraturan Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.3/VII-
IPSDH/2014. Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta
Kehutanan.1 menetapkan bahwa kawasan hutan lindung Paya Rebol yang terletak
di Desa Nosar Baru Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, dengan
titik koordinat E 9605’26.7298’’ dan N 4047’31.4252’. yang memiliki kategori
faktor jenis tanah, curah hujan dengan nilai sekor melebihi 175 dan serta  kawasan
hutan yang memiliki lereng lapangan lebih dari 45%. Serta merupakan jalur
pengamanan aliran sungai/air, yang berada 100 meter di kiri sungai/ aliran air.
Maka oleh karena itu kawasan hutan lindung Paya Rebol dapat dikategorikan
menjadi kawasan hutan lindung. Hutan lindung Paya Rebol secara adminstratif
masuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye, dalam titik koordinat
4010’00-5015,00 LU dan 96045’00-97045’00.2
1 Peraturan Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. P.3/VII-IPSDH/2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan.
2Wawancara dengan  bapak Amri, kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutan Aceh,
UPTD KPh wilayah II di Bener Meriah.  Pada tanggal 3 Desember 2017.
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Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kepala Desa Nosar Baru,
menurut beliau kawasan hutan lindung Paya Rebol ini sudah dirambah oleh
masyarakat yang umumnya bermukim di sekitaran kawasan hutan atau
masyarakat di luar kawasan hutan tersebut sudah cukup luas, untuk wilayah Desa
Nosar Baru saja menurut perkiraan beliau kurang lebih sekitar 60 hektar kawasan
hutan lindung sudah dirambah.3Umumnya kegitan pengalih fungsian tersebut
hanya menjadi lahan perkebunan hortikultura milik masyarakat yang didominasi
oleh tanaman jenis kentang yang berada disekitar titik koordinat antara E
96051’35,8’’ dan N 04047’34,5’.4
Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Aceh UPTD KPH wilyah III di Takengon, terkait luas
keseluruhan hutan, tapal batas, serta jumlah keseluruhan kawasan hutan yang
sudah dirambah dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol pihaknya tidak
memiliki data yang jelas karena berdasarkan Peraturan Gubernur (pergub) Aceh
Nomor 20 Tahun 2013, bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(dishut) Provinsi Aceh untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengamanan
disektor kehutanan, maka kemudian dibentuk susunan organisasi dan tata kerja
unitpelaksanaan yang baru, disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
yang pembagian wilayah kerjanya berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS)
bukan secara wilayah administratif yang akhirnya merubah seluruh sistem kerja,
untuk kesatuan petugas pengelolaanya langsu ng dari provinsi dan ditambah dari
tenaga Kabupaten/Kota. Yang mengakibatkan sebagian besar data-data tidak
3Wawancara dengan  bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017.
4Wawancara dengan ibu Husneta, kepala seksi Perpetaan dan Pemantapan kawasan
Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada tanggal 17 Desember 2017.
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terkumpul menjadi satu arsip karena petugas yang menangani bidang tersebut
sudah dipindah tugaskan kewilayah kerja yang baru. Kegiatan perambahan hutan
tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan diproses sesuai dengan
jalur hukum oleh pihak Pejabat Pemerintah yang berwenang, namun saat ini tetap
masih ada kegiatan perkebunan atau pengalih fungsian hutan disekitar kawasan
hutan lindung Paya Rebol tersebut yang seolah-olah Pemerintah tidak pernah
melakukan upaya apapun untuk melindungi hutan dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab tersebut.5
3.1.1. Bentuk Umum Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan
Lindung Paya Rebol
Secara umum bentuk tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan
Lindung Paya Rebol. Saat ini masih terjadi kegiatan perambahan yang berupa
penebangan liar, dan pengrusakan hutan dengan mengalih fungsikan hutan
menjadi lahan perkebunan hortikultura (budidaya tanaman) yang dilakukan oleh
masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut. Sebagian
besarnya masyarakat menggunakan lahan hutan kemudian mengelolanya untuk
tempat kegiatan bercocok tanam dengan varietas tanaman kentang, kubis, bawang,
dan tanaman hortikultura lainya. Menurut keterangan bapak Kepala kampung
Nosar Baru yang juga memiliki lahan perkebunan yang berada dalam kawasan
hutan lindung tersebut, bahwa mereka tidak mengetahui lahan yang sudah mereka
garap tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, karena memang
sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara resmi dari pemerintah bahwa
5Wawancara degan bapak  Zulkifli, Kepala UPTD KPH III wilayah Aceh. di Takengon,
Aceh Tengah. Pada tanggal 29 November 2017.
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kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindung atau tidak, dan tidak ada
tapal batas yang jelas apakah kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan
hak milik hukum adat setempat atau kawasan tersebut merupakan hutan
konservasi, hutan produksi atau jenis hutan lainya. Kegitan perambahan hutan
lindung Paya Rebol dengan tanpa izin tersebut, sudah belangsung sejak tahun
1973 yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat setempat. Hal tersebut terjadi
karena pada umumnya di kalangan masyarakat hukum adat setempat, jika
membuka dan kemudian mengolah suatu tempat yang berada dalam kawasan
hutan untuk dijadikan lahan bercocok tanam, maka lahan tersebut sudah sah
secara hukum adat menjadi hak mililiknya,dengan syarat lahan tersebut
sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh siapapun.6 Hal ini lah yang menjadi proses
awal terjadinya perambahan hutan lindung Paya Rebol. Kemudian setiap tahunya
pembukaan lahan barupun terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah
penduduk khususnya di Kabupaten Bener Meriah itu sendiri.
Kurangnya sosisialisasi tentang dampak perambahan dan pengrusakan
hutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pejabat yang berwenang
terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung tersebut, agar
tidak melakukan kegiatan apapun dalam kawasan hutan lindung kecuali
berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang juga menjadi salah satu penyebab
terjadinya perambahan hutan.7
Saat ini kawasan hutan lindung Paya Rebol yang sudah dijadikan sebagai
lahan perkebunan tersebut, sebagian lahannya telah memiliki surat kepemilikan
6Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017
7Wawancara dengan bapak Sapriandi, petani kentang (34), Masyarakat Desa Nosar Baru
.Pada tanggal 2 Desember 2017.
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atas tanah sudah pernah diperjual belikan oleh masyarakat hukum  adat setempat.
Apabila melihat ketentuan Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 8 Menegaskan bahwa di dalam
kawasan hutan lindung tidak boleh ada izin kepemilikan atas nama pribadi dengan
alasan apapun dan instansi yang terkait seharusnya tidak boleh memberikan izin
sembarangan kecuali pada hal-hal yang memang sudah diatur dan di perbolehkan
sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Tentang Perhutanan
Sosial.9 Sebagian kecil masyarakat mereka tidak menebang pohon atau melakukan
pengrusakan hutan dalam skala yang kecil, hanya menebang sisa-sisa hutan yang
tinggal dan kemudian mengolahnya menjadi lahan perkebunan karena pada
awalnya sebagian mereka juga membeli lahan yang sudah dalam keadaan siap
pakai (sudah diolah). Saat ini walaupun kasus perambahan dan pengrusakan
kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut sudah ditangani oleh pihak yang
berwenang seperti pada Putusan Perkara Pidana Nomor: 20 /PID .SUS /2015 /PN-
TKN. Namun tetap saja masih ada kegiatan perambahan dan perusakan dalam
kawasan hutan lindung tersebut.10Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 18
Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3), yaitu bahwa : Pengrusakan hutan adalah proses, cara,
atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan
kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud
8Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.
10Wawancara dengan bapak  Kepala  Desa Nosar Baru. Pada tanggal 3 Desember 2017.
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dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang
telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. 11
3.1.2.  Modus Tindak Pidana Illegal Logging di kawasan Hutan Lindung
Paya Rebol
Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 18 Tahun 2013 ayat (9) dan
(10) tentang Pemanfaatan Hutan, bahwa benar di dalam kawasan hutan lindung
Paya Rebol tersebut telah dirambah dan dirusak fungsi lindungnya, sehingga
perusakan hutan tersebut melanggar beberapa ketentuan sebagaimana yang
termuat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf  f, huruf
g, Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan
Perusakan hutan. Dan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.47/MENHUT-II/2013. Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar
Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung
dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.12 Dan PP No 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusuan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
dan  dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huru f b. Lebih lanjut dimensi modus
kegitan illegal logging yang terjadi dikawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut
antara lain :
1. Modus Operandi
a) Terkait masalah perizinan
11Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
12 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/MENHUT-II/2013.
Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan
pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.
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Secara jelas izin pemanfaatan hutan lindung sangat dibatasi oleh
Pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 ayat
(9) dan (10) tentang pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan
kayu, serta memungut hasil hutan kayu bukan kayu secara optimal dan
adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga
kelestarianya. Untuk itu dalam hal perizinan Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memiliki SOP dalam hal
memeberikan izin terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan
dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.97/Menhut-II/2014 tanggal 24
Desember 2014 tentang SOP Perizinan.13 Dalam hal ini pelaku
perambahan hutan secara illegal melakukan penggarapan lahan di
sekitar kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang untuk mengunakan kawasan hutan dalam
hal memungut, membongkar, menebang dan memanfaatkan hasil
hutan lindung Paya Rebol tersebut diatas secara jelas pelaku telah
melakukan kegiatan illegal logging dengan bentuk perambahan dan
perusakan hutan di kawasan hutan lindung Paya Rebol dengan
merubah fungsi utama hutan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan
adanya putusan Pengadilan Negeri Takengon terkait kasus perambahan
hutan tersebut yakni pada Putusan Perkara Pidana Nomor:
13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.97/Menhut-II/2014 tanggal 24
Desember 2014.Tentang SOP Perizinan.
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20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki
izin untuk membuka lahan perkebunan di lokasi tersebut karena
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku jelas
terdakwa tidak dibenarkan melakukan kegiatan apapun yang dapat
merusak kawasan hutan lindung. 14
b) Merubah fungsi utama hutan lindung
Dalam hal ini masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian yang
berada di dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol, dengan cara
merambah dan mengrusak kawasan hutan serta menebang batang-
batang pohon dan kemudian menumpuknya di sekitar lahan
perkebunan yang berada dalam kawasan hutan tersebut, hingga
merubah fungsi utama dari hutan lindung itu sendiri.15 Untuk itu
kegiatan illegal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/MENHUT-II/2013.
Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di
wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan
kesatuan pengelolaan hutan produksi. Dalam pasal 5 ayat (2) huruf a
dan huruf b.16 Salah satu bukti bahwa kegiatan penebangan pohon di
hutan lindung tersebut seperti yang tertera dalam Putusan Perkara
Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Bahwa benar dalam hal
14Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. hlm.13.
15Wawancara dengan bapak  Kepala  Desa Nosar Baru.  Pada tanggal 3 Desember 2017.
16 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.47/MENHUT-II/2013.
Tentang Pedoman, Kriteria Dan Setandar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
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ini pelaku melakukan kegiatan perusakan hutan dengan cara menebang
pohon di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang. Dalam hal ini terdakwa melakukannya secara bersama-
sama dengan beberapa orang lainya yang turut membantu
menumbangkan pohon dengan beberapa alat yang lazim digunakan,
hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 huruf (a) dan
huruf (b) Undang-undang No 18 Tahun 2013 terkait larangan-larangan
yang dilakukan di dalam kawasan hutan.17
c) Membawa alat pemotong kayu
Dalam hal membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,
memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin
dari pihak pejabat yang berwenang. Dalam hal ini berdasarkan hasil
observasi (pengamatan) di lapangan, penulis melihat langsung salah
masyarakat hukum adat setempat membawa alat pemotong kayu
berupa gergaji mesin, dan kemudian menggunakannya untuk
membelah batang pohon yang sudah ditumbangkan terlebih dahulu.18
dan sebelumnya juga sudah pernah ada dalam Putusan Perkara Pidana
Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Bahwa benar pelaku membawa
alat berat jenis beco yang digunakan untuk membuka lahan
17Putusan Pengadilan  Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. hlm.10.
18Hasil observasi (pengamatan langsung )Penulis. di kawasan hutan lindung Paya Rebol.
Desa bandar jaya Kecamatan, Bener Kelipah.  Pada tanggal 29 November 2017.
42
perkebunan dengan menebang pohon-pohon yang berada dalam
kawasan hutan lindung Paya Rebol tersebut, kemudian pohon kayu
yang sudah tumbang tersebut diolah kembali dengan menggunakan
mesin chain saw (alat pemotong kayu) yang kayu tersebut nantinya
akan digunakan untuk membangun rumah kebun di dalam lokasi
kebun kentang yang berada dalam kawasan hutan lindung Paya Rebol
tersebut. Hal ini sudah secara jelas dilarang oleh ketentuan Pasal 12
huruf (f) Undang-undang No 18 Tahun 2013 terkait larangan-larangan
yang dilakukan dalam kawasan hutan.19
d) Lokasi perambahan hutan.
Dalam hal ini berdasarkan hasil Pengamatan penulis dan wawancara
bersama salah satu anggota seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan
Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada titik
koordinat antara E 96051’35,8’’ dan N 04047’34,5’. Masih terdapat
kegiatan pengalih fungsian hutan menjadi lahan perkebunan dan bukti
lainya Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor: 20/PID. SUS/2015
/PN-TKN.Bahwa lokasi perambahan hutan yang dilakukan pelaku
benar masuk dalam kawasan hutan lindung dengan titik koordinat
antara E 96051’35,8’’ dan N 04047’34,5’. Dengan lahan seluas 6
(enam) ha. 20
19 Putusan  Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. hlm.9.
20Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. hlm. 3
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2.Modus Vevendi
a) Adanya Oknum
Dalam masalah perambahan hutan ini yang menjadi pelaku
pengrusakan hutan adalah masyarakat yang umumnya berada di sekitar
kawasan hutan serta masyarakat pendatang yang berada diluar kampung
Nosar Baru tersebut. Berdasarkan kuitipan dari beberapa sumber media,
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Bener Meriah (FMPLBM),
menuding praktek illegal logging mulai marak terjadi sejak awal tahun
2013 yang melibatkan oknum pejabat daerah, pihak keamanan dan
pengusaha holtikultura. Perambahan hutan ini berhubungan dengan adanya
program daerah untuk penanaman kentang dan palawija. Juga disebutkan
bahwa ada wacana investor dari Malaysia yang menjalin kerja sama
dengan pihak pemerintah Bener Meriah sebagai pasar kentang dan
palawija. Komitmen inilah yang menjadi dasar pembukaan lahan secara
masif ini. 21
kasus tersebut sudah di tindak lanjuti oleh Dinas terkait yang
bekerjasama dengan aparat Kepolisian, karena beberapa dari mereka
terbukti menyalahi peraturan dan tidak sesuai dengan izin yang diberikan
oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan.  Salah satu contoh kasus
yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol pada tahun 2014 sampai
2015 yakni seperti yang termuat dalam putusan Perkara Pidana Nomor :
20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Yang menjadi pelaku perambahan hutan
21https://m.merdeka.com/peristiwa/pemkab-bener-meriah-dituding-rambah-hutan.html
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lindung tersebut adalah J.S (inisial) yang menyuruh melakukan, yang telah
menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menebang
pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
hutan yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara terorganisir
dengan melibatkan beberapa orang untuk membuka lahan perkebunan
kentang tersebut 22
Berdasarkan keterangan bapak Nasir seorang petani kentang yang
memiliki lahan di sekitar kawasan hutan lindung Paya Rebol, menurut
beliau terkait kasus perambahan hutan lindung tersebut, yang saat itu
masih berhak ditangani oleh Pengadilan Negeri Takengon pada Putusan
Pidana Nomor:20/PID.SUS/2015/PN-TKN. Masih belum menyentuh
semua aktor dibalik kegiatan penanaman kentang tersebut salah satunya
seperti pemodal yang membiayai penanaman kentang mulai dari proses
pembelian lahan sampai proses pemanenan kentang. Karena menurut
beliau jika ada orang yang menanam kentang sebanyak 2 hektar saja, itu
membutuhkan modal yang cukup besar mulai dari proses penanaman
benih, pupuk, pestisida dan sampai proses pemanena yang membutuhkan
biyaya hingga puluhan juta rupiah, yang hal tersebut tidak mungkin
dilakukan oleh petani-petani dari masyarakat biasa yang berada disekitar
kawasan hutan tersebut.23
22Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. hlm.3.
23Wawancara dengan bapak Nasir (40) seorang petani kentang yang memiliki lahan di
sekitar kawasan hutan lindung Paya Rebol. Pada tanggal 2 Desember 2017.
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3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana illegal Logging
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan illegal
logging maupun pembalakan liar yang terjadi pada kawasan hutan lindung Paya
Rebol, di Kabupaten Bener Meriah menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
kehutanan Aceh UPTD KPH wilayah II dan III Aceh, beberapa faktor penyebab
masyarakat melakukan aktifitas penebangan liar antara  lain:
1. Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan
Umumnya masyarakat hukum adat setempat beranggapan bahwa, kawasan
hutan lindung Paya Rebol tersebut masih merupakan kawasan hutan yang
berada di bawah pengawasan masyarakat adat setempat, sehingga mereka
masih berani untuk melakukan perambahan dan pengalih fungsian
kawasan hutan menjadi lahan untuk bercocok tanam dan mereka masih
menganggap bahwa hutan tersebut sebagai warisan dari leluhur mereka
terdahulu yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Sekalipun untuk
saat ini sudah ada pemberitahuan bahwa hutan tersebut merupakan
kawasan hutan lindung, mereka masih tetap bersikeras untuk melindungi
tanah warisan leluhur mereka. 24
2. Masalah Ekonomi
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, kususnya di Kabupaten
Bener meriah itu sendiri banyak lahan pertanian yang beralih fungsi
menjadi permukiman. Hal ini berakibat pada semakin berkurangnya
lapangan pekerjaan yang kemudian berdampak pada rendahnya tingkat
24Anaslisa Penulis berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara. Terhadap beberapa
masyarakat Hukum Adat Desa Bandar Jaya dan Desa Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah. Pada
tanggal 6 Desember 2017.
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prekonomian masyarakat pada daerah-daerah tertentu, di sisi lain
masyarakat yang berasangkutan juga tidak mempunyai keahlian di bidang
yang lain sehingga banyak masyarakat yang mencoba membuka kawasan
hutan untuk dijadikan lahan bercocok tanam, demi memenuhi kebutuhan
hidupnya.25 Seperti yang yang terjadi di Desa Bandar jaya kecamatan
Bener Kelipah, menurut keterangan bapak Tawardi (petani kentang),
beliau tidak punya pilihan pekerjaan lain selain hanya membuka kawasan
hutan yang beliau beli dengan harga murah dari orang lain. Beliau
mengaku sangat terpaksa untuk melakukan penebangan hutan dan
kemudian mengelolanya menjadi lahan perkebunan dengan jenis tanaman
hortikultura (horticultures) seperti wortel, kentang dan kubis. Hanya
tanaman yang menjadi satu-satunya harapan beliau untuk dapat memenuhi
kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari,walaupun hakikatnya lahan
yang mereka garap tersebut awalnya harus dengan merusak lingkungan
dan ekosistem hutan.26
3. Ketidak jelasan tapal batas pada kawasan hutan
Berdasarkan keterangan Kepala Kampung Nosar Baru, kecamatan Bener
Kelipah, Pada umumnya mata pencarian masyarakat yang berada dekat
kawasan hutan adalah bertani dan berkebun. Bagi warga masyarakat yang
berdekatan dengan hutan memiliki kecenderungan untuk melakukan
aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan melakukan penebangan
25 Wawancara dengan  bapak Amri, kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutan Aceh,
UPTD KPH Wilayah II di Bener Meriah. Pada tanggal 3 Desember 2017.
26 Wawancara dengan bapak Tawardi (40), salah seorang petani kentang di Desa Bandar
Jaya. Pada tanggal 2 Desember 2017.
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hutan, umumnya masyarakat tersebut awam tentang kawasan hutan yang
mereka rambah apakah itu hutan yang boleh di kelola atau tidak, karena
pada awalnya di sekitar kawasan hutan tersebut tidak ada batas wilayah
atau pamplet pengumuman kawasan hutan lindung atau kawasan hutan
lainya. Untuk saat ini setelah para petani terlanjur merambah hutan dan
menjadikanya lahan perkebunan barulah pihak pejabat yang berwenang
datang melakukan peninjauan sekaligus sosialisasi kehutanan dengan
menetapkan tapal batas terhadap kawasan hutan baik itu kawasan hutan
lindung, hutan konsevasi, hutan adat dan menjelaskan hutan mana saja
yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan.27
4. Pola kemitraan yang dibangun oleh Pemerintah dengan Masyarakat
Selama ini masyarakat hanya diarahkan untuk menjaga dan memelihara
hutan tanpa memikirkan bagaimana agar keberadaan hutan juga memiliki
kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Umumnya bagi
masyarakat awam tidak tahu banyak soal jenis hutan baik itu hutan
konservasi, hutan lindung, hutan adat dan jenis-jenis hutan lainya dan
mereka tidak tahu hutan mana saja yang boleh dikelola atau digunakan
untuk bercocok tanam. Menurut kepala kampung Nosar Baru, seharusnya
pemerintah dan pejabat yang berwenang mengikut sertakan peran
masyarakat dalam melakukan perlindungan hutan serta memberikan
banyak sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam melindungi hutan. Beliau sendiri sebenarnya tidak
27Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru kecamatan Bener Kelipah. Pada
tanggal 3 Desember 2017.
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terlalu paham secara jelas jenis hutan yang boleh dan tidak boleh
digunakan untuk lahan berkebun dan yang sangat disayangkan ketika
masyarakat awam sudah membeli sebidang tanah dalam kawasan hutan
dan kemudian mengelolanya, barulah ada pemberitahuan dari pihak
pemerintah bahwa kawasan hutan tersebut masuk kedalam kawasan hutan
lindung yang tidak boleh ada kegiatan apapun di dalamnya.28
5. Budaya (adat/kebiasaan)
Yang dimaksud disini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh
masyarakat dalam memperlakukan hutan yang berkonsentrasi pada
terancamnya eksistensi hutan. Salah contoh di Bener Meriah seperti yang
umumnya terjadi di kalangan masyarakat adat (Gayo),dikenal adanya
sebuah peribahasa yang menjadi panutan masyarakat adat tersebut dalam
membuka lahan baru yang berada dalam kawasan hutan disebut dengan
istilah (Belang berpancang uten bertene) yang secara umum dapat
diartikan apabila ada seseorang yang membuka lahan hutan dan kemudian
mengelola suatu tempat atau kawasan hutan menjadi lahan bercocok
tanam, maka lahan tersebut sudah sah secara hukum adat menjadi hak
mililik orang tersebut dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.
Kebanyakan kebiasaan tersebut sudah secara turun-temurun berlangsung
pada masyarakat hukum adat, di Kabupaten Bener Meriah tradisi tersebut
sudah sangat sulit untuk dirubah.29
28Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru kecamatan Bener Kelipah . Pada
tanggal 3 Desember 2017.
29Wawancara dengan bapak Kepala Desa Nosar Baru kecamatan Bener Kelipah. Pada
tanggal 3 Desember 2017.
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6. Penegakan hukum
Penegakan hukum terhadap kegitan illegal logging sudah dilakukan oleh
berbagai elemen aparat penegak hukum, dari semua pihak pejabat yang
berwenang serta pihak Kepolisian dan istansi lainya baik itu ditingkat
pusat maupun daerah.Berdasarkan kutipan yang diperoleh dari media
Aceh treand, Forum konservasi Leuser (FKL) menyebutkan, dari hasil
pengumpulan data lapangan sejak Januari hingga Desember 2017
menyimpulkan, adanya peningkatan yang signifikan pada kasus illegal
logging di dalam kawasan Ekosistem Leuser (KEL), berdasarkan data
Ground Checking monitoring tersebut terdapat 1.528 kasus dengan
volume sekitar 7.421,3 meter kubik kayu, yang jumlah tersebut meningkat
dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2016 dimana hanya 1.534 kasus
pembalakan liar dengan volume 3.665 meter kubik kayu. 30 Hal tersebut
menjadi bukti bahwa penegakan hukum di provinsi Aceh ini, terhadap
kegiatan illegal logging masih tergolong lemah. Karena deforestasi
(pengrusakan) dan prambahan hutan masih banyak terjadi di berbagai
sudut hutan Aceh. Selama ini yang sering ditindak hanyalah masyarakat
biasa yang dibayar untuk melakukan kegiatan illegal logging tersebut,
sedangkan aktor yang sesungguhanya masih bersembunyi dibalik
kekuasaan mereka.
30https://www.Acehtrend.co. di akses pada 22 Januari 2018.
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7. Aspek lemahnya pengawasan hutan
Selain adanya perambahan di kawasan hutan yang dialihfungsikan untuk
lahan perkebunan masyarakat, fungsi kontrol yang masih lemah dalam
menjawab konsistensi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
disektor kehutanan, baik dalam pelaksaan pencegahan maupun penegakan
hukum atas berbagai pelanggaran yang terjadi. Menurut keterangan salah
satu anggota Polhut dengan inisial FS (polisi kehutanan), keterbatasan
jumlah anggota Polhut yang tidak sebanding dengan lua kawasan hutan
yang harus diawasi, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung
menyebabkan kurang optimalnya pengontrolan dan pengawasan hutan.
Disamping itu belum efektifnya koordinasi antar aparat penegakan hukum
dalam penanganan kasus lingkungan terutama terhadap kegitan
pembalakan liar yang kini menjadi penghambat efektifnya fungsi kontrol
tersebut, serta masih kuranganya kerja sama yang baik antar pihak pejabat
yang berwenang dengan elemen masyarakat demi terlindungnya hutan.31
7. Perkembangan teknologi
Perkembangan teknologi yang pesat mendorong kemampuan orang untuk
mengkesploitasi hutan (illegal logging), baik itu di dalam kawasan hutan
lindung atau hutan hutan lainya semakin mudah dilakukan, karena dengan
berkembangnya teknologi untuk menebang pohon tidak memerlukan
waktu yang lama sebab alat-alatnya semakin canggih. Seperti yang
disebutkan dalam salah Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga
31Wawancara dengan salah satu Anggota Polhut dari Dinas Lingkungan Hidup dan
kehutanan Aceh UPTD KPH Wilayah II di Bener Meriah. Pada tanggal 4 Desember 2017.
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Redelong dengan Nomor: 01/Pid.Sus-LH/2016/PN-STR.Yang pelaku
perambahan hutan tersebut menggunakan alat pemotong kayu jenis gergaji
mesin chain saw.32
3.3. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan .
Pencegahan dan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan
untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pengrusakan hutan, sedangkan
pemberantasan pengrusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk
menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak
langsung, maupun yang terkait lainya.33 Pengrusakan hutan, terutama berupa
pembalakan liar, penebangan tanpa izin yang salah satunya terjadi pada kawasan
hutan lindung Paya Rebol telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan
kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, seperti terjadinya banjir bandang
serta penurunan debit air sungai, yang mengalir dibawah kawasan gunung Borkol
(nama gunung) atau juga sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama
Burnimo, pengrusakan hutan ini juga sudah menjadi kejahatan yang dampaknya
juga akan dirasakan oleh mahluk hidup lainya seperti flora dan fauna, yang dapat
mengancam rusaknya habitat mereka. Pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan yang efektif dengan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang
kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum serta dapat mengatasi
semua permasalahan yang ada terutama terhadap pembalakan liar yang masih
32Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Perkara Pidana Nomor:
01/Pid.Sus-LH/2016/PN-STR. Hlm. 3-21.
33Wawancara dengan bapak Syafruddin.Kasi Perlindungan,Pengamanan Hutan dan
Peneggakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Tanggal 17 Desember  2017.
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terjadi .34Seperti yang diketahui bahwa illegal logging mempunyai dampak yang
cukup serius, baik itu dari segi sosial maupun ekonomi bahkan terhadap ekologi.
Penanganan illegal logging tidak akan berhasil jika hanya ditangani oleh
pihak pejabat yang berwenang saja, karena illegal logging sangat terkait dengan
kesadaran masyarakat, umumnya yang melakukan kegitan tersebut, yang otomatis
dari pihak pemerintah juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya
meminimalisir terjadinya illegal logging seperti tetap menjaga lingkungan hidup
dan sumber daya alam yang ada dengan tidak merusaknya, agar lingkungan hidup
tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selain dari
kontribusi masyarakat diperlukan beberapa upaya lain  di antaranya yaitu:
1. Menerapkan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi
mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Misalkan
dengan upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan di TKP
(tempat kejadian perkara), yaitu di lokasi kawasan hutan dimana tempat
dilakukanya perambahan hutan, perusakan, atau penebangan kayu secara
illegal.35 Salah satu contoh seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Negeri Takengon dengan Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-TKN   Yang telah
menyatakan para terdakwa bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b,
hurup c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, yang kemudian menjatuhkan pidana
terhadap Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
34 Undang-Undang No 18 Tahun 2013. tentang Pencehagan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan .
35Wawancara dengan  bapak zulkifli, kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
Aceh, UPTD KPH Wilayah III. Di Aceh Tengah. Pada tanggal 29 November 2017.
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masing-masing selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar
Rp.1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2
(dua) bulan.36 Disisi lain mengingat kawasan hutan yang cukup luas dan
tidak sebanding dengan jumlah aparat pengawas hutan yang ada, sehingga
upaya yang dilakukan ini kurang maksimal, kecuali menjalian kerjasama
dengan masyarakat setempat. Namun hal ini juga tentunya tidak mudah
apabila masyarakat tidak betul-betul paham terhadap pentingnya menjaga
lingkungan, dan sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan
sesuai dengai fungsinya.
2. Reboisasi atau penanaman kembali hutan pada kawasan hutan lindung
yang sudah mengalami degradasi (penurunan kualitas hutan) dengan jenis
tanaman pohon hutan yang sesuai dengan daerah kawasan hutan tersebut,
yang nantinya diharapkan dapat merehabilitasi fungsi hutan lindung yang
telah rusak serta dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat
terutama yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut .37
3. Meningkatkan pengawasan terhadap hutan baik itu hutan lindung atau
jenis hutan lainya, salah satunya membuat post pengamanan hutan yang
berada disekitar kawasan hutan serta mengadakan patroli rutin untuk
mengontrol kawasan hutan agar dapat menekan kasus perambahan hutan.
36Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. hlm, 23-24.
37Wawancara dengan bapak Syafrudin, Kasi Perlindungan, Pengamanan Hutan dan
Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada 17 Desember 2017.
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Serta meletakan tapal batas yang jelas pada kawasan hutan agar menjadi
rambu-rambu awal bagi masyarakat awam untuk tidak merusak hutan.
4. Pemantapan koordinasi (kerja sama) antar setiap istansi pejabat
pemerintahan yang berwenang dalam menangani masalah kehutanan dan
perlunya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan sosialisasi
tentang hutan yang dilakukan  pengawasan serta evaluasi berkala.38
5. Melakukan upaya pencegahan (preventif) untuk mencegah terjadinya
tindak pidana illegal logging atau pembalakan liar. Upaya preventif
merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan
merupakan rencana aksi jangka panjang, namun harus dipandang sebagai
tindakan yang mendesak yang harus dilakukan. Upaya pencegahan
(preventif) tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui:
 Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap
pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut
menjaga hutan dan merasa memiliki, dan tidak hanya sekedar
memanfaatkan saja, tapi dapat melindungi hutan dengan tidak
merusaknya, dan termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah
untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan yang
bebanya tidak hanya dipikul oleh satu istansi pemerintah saja.
 Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang
profesionalisme SDM (sumber daya manusia).
38Wawancara degan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan UPTD KPH
wilayah III Aceh. Di takengon, Aceh Tengah, Pada tanggal 29 November 2017.
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 Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan
lapangan pekerjaan atau pekerjaan dengan  pendapatan yang
melebihi upah yang dihasilkan dari merusak hutan atau
menggunakan lahan untuk kegiatan penanaman hortikultura atau
minimal seimbang dengan penghasilan yang didapat dari kegitaan
illegal logging .
 Pengembangan program pemberdayaan masyarakat, seperti
mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan
prekonomian  masyarakat, serta dapat memberikan dampak positif
bagi masyarakat.
 Evaluasi dan review Peraturan Perundang-undangan serta relokasi
fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
 Penegasan penataan batas kawasan hutan, baik itu hutan lindung,
hutan produksi atau jenis hutan lainya, agar masyarakat mengerti
dengan jelas batasan-batasan hutan tersebut, walaupun tidak paham
seluk beluknya tapi setidaknya tapal batas hutan tersebut
memberikan rambu-rambu awal bagi msyarakat awam untuk tidak
melakukan perusakan hutan.
 Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat
yang nantinya akan mengurusi masalah kehutanan, sehingga
meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat menciptakan peluang
untuk akses terhadap perusakan hutan.
56
6. Melakukan  upaya penaggulangan (refresif )
 Tindakan ini adalah tindakan penegakan hukum mulai dari
penyelidikan, penydikian sampai ke pengadilan. Untuk itu harus
ada kesamaan persefsi antara masing-masing unsur penegakan
hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim.
Karena besarnya permasalahan illegal logging tindakan represif
harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemeberian sanksi
hukum harus tepat dan penerepan sanksi hukum juga harus
maksimal agar dapat mengurangi tindakan kejahatan terhadap
hutan tersebut.
 Melakukan pendekatan kepada masyarakat desa yang berada di
sekitaran hutan dengan melakukan sosialisasi UU No 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
mengadakan patroli rutin dilapangan, memeriksa kendaraan yang
keluar masuk hutan dengan membawa kayu.39
 Melakukan penindakan langsung terhadap pelaku illegal logging.
Dengan semua upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan beserta Koalisi Peduli Hutan (KPH) seluruh Aceh. Tersebut
diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, agar nantinya
dapat menekan terjadinya perambahan hutan di Aceh khususnya di Kabupaten
Bener Meriah,pada kawasan hutan lindung Paya Rebol, yang saat ini masih ada
kegiatan perambahan dan pengalih fungsian lahan hutan menjadi kawasan
39Wawancara dengan bapak Syafrudin, Kasi Perlindungan, Pengamanan Hutan dan
Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada 17 Desember 2017.
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hortikultura. Kiranya dapat menerapkan sanksi hukum yang sesuai dengan
Undang-undang yang sudah berlaku.
3.4. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dikawasan Hutan
Lindung Paya Rebol.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kasus kejahatan di bidang
kehutanan (illegal logging) di Kabupaten Bener Meriah khusunya di kawasan
hutan lindung Paya Rebol, Kecamatan Bener Kelipah, terhadap perbuatan
merusak, mempergunakan, menggunakan kawasan hutan lindung Paya Rebol
tanpa adanya izin yang sah dari Pejabat yang berwenang, yang dikatagorikan
sebagai tindak pidana illegal logging pada tahap aplikasi UU No 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Pada tahun 2014
sampai tahun 2015 telah ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
kehutanan Aceh yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dari Polres Bener
Meriah, sesuai dengan jalur hukum yang sah dan Undang-undang Nomor18 tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Seperti pada salah
satu kasus yang saat itu masih berhak ditangani oleh wilayah Pengadilan Negeri
Takengon dengan Putusan Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara :
20/PID.SUS/2015/PN-TKN.40Sesuai dengan penerapan sanksi pada kasus illegal
logging tersebut, para pelaku dikenakan dengan Pasal-Pasal sebagaimana diatur
dalam Pasal 82 ayat (1) hurup c jo Pasal 12 hurf c UU No 18 tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-
KUHP.Yang sudah disebutkan dalam putusan pengadilan  Negeri Takengon.
40Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencehagan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan.
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Dalam Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam Amar putusannya memutuskan
sebagai berikut :
1). Menyatakan terdakwa J .S (inisial) dan terdakwa J (inisial) tersebut
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana’’ turut
serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara
tidak sah (illegal).
2). Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun dengan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000 (satu
miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar
maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3). Menyatakan masa penangkapan dan penahan terdakwa yang telah
dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4). Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).41
Jika dihubungkan dengan hal tersebut di atas yang menjadi titik fokus
penerapan hukum pidana Materil adalah apa yang termuat di dalam ketentuan
Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan. Sedangkan yang menjadi titik fokus penerapan hukum formil
dalam memproses perkara tersebut secara umum adalah Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
41Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN. hlm, 23-24.
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A. Penerapan Hukum Pidana Materil
Hukum pidana materil memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari
tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bagaimana
seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat
dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Jadi
hal tersebut yang menentukan tentang bagaimana seseorang dapat dihukum, siapa
yang dapat dihukum dan bagaimana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Sedang
hukum pidana formil mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantara alat-
alat kekuasaaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan
hukumannya, dengan demikian ia memuat acara pidana. Dalam perkara dengan
Putusan No. 2O/PID.SUS/2015/PN.TKN menempatkan ketentuan pasal 82 ayat
(1) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana sebagai pasal dakwaan dengan beberapa unsur yaitu:
1). Unsur orang perseorangan
Bahwa yang dimaksudkan dengan orang perseorangan dalam perkara
tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan. sebagaimana
identittas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dan bedasarkan
pengamatan, selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa
menunjukan kecakapan dan kemampuanya secara sadar dan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan segala keterangan yang
berhubungan dengan perkara tersebut. Sehingga unsur tersebut di atas
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telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum.
b).Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah.
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, terdapat kesadaran
dan/atau kehendak pada diri terdakwa untuk, menguasai, atau memiliki
hasil hutan dengan tidak di lengkapi surat keterangan sahnya hasil
hutan, dengan  melakukan penebangan  pohon dalam kawasan hutan
yang tidak sesuai  dengan izin pemanfaatan hutan dan tidak sesuai
dengan izin dari pihak yang berwenang.
c). Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan.
Di dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen-elemen perbuatan yang
bersifat alternatif yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan
turut serta melakukan artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari
unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan unsur ini telah
terbukti.42
Berdasarkan fakta dan bukti yang ada pada persidangan terdakwa
mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara
(TKP) adalah miliknya. Sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Berdasarkan fakta dan bukti
di persidangan pada saat pihak berwenang melakukan operasi illegal logging di
42Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Perkara Pidana Nomor : 20/PID.SUS/2015/PN-
TKN.Hlm.18-23.
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tempat kejadian perkara dan menemukan kegiatan perambahan dan perusakan
hutan dalam kawasan hutan lindung yang telah dialihfungsikan menjadi lahan
perkebunan hortikultura. Yang secara hukum tidak boleh ada kegiatan apapun di
dalam kawasan hutan lindung tersebut kecuali atas izin dari pihak yang
berwenang, Sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri
yang berwenang menghukum terdakwa bersalah dan harus mempertanggung
jawabkan keselahanya baik dengan pidana pokok dan pidana tambahan berupa
penjara dan denda. Berdasarkan uraian tersebut di atas pula ajaran sifat melawan
hukum materil telah terpenuhi. Ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau
tidaknya suatu perbuatan dan tidak hanya terdapat didalam suatu undang-undang
(yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya Asas-asas hukum yang tidak tertulis
juga.43
B. Penerapan Hukum Pidana Formil
Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara
mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh orang-orang tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan atau mencari atau
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum
pormil secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang
dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti
43Analisa penulis terhadap putusan Pengadilan, yang merujuk pada ketentuan Undang-
Undang No 18 tahun 2013 dan KUHPidana.
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bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu
dapat dipersalahkan atau tidak.44
Upaya penerapan sanksi hukum pidana formil yang di lakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh antara lain :
1. Memintai keterangan pelaku, kemudian mengintrogasi pelaku terkait
sebab  melakukan kegiatan illegal tersebut.
2. Melakukan penindakan langsung terhadap pelaku illegal logging di
tempat kejadian perkara, berupa penahanan untuk di mintai keterangan
dan dibawa ke pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.
3. Menyita barang-barang bukti yang ditemukan saat melakukan kegiatan
perambahan dan pengrusakan hutan.
4. Membawa pelaku  untuk proses hukum yang lebih lanjut.
5. Menyerahkan pelaku ke pihak Kepolisian untuk di mintai keterangan
apakah terbukti pelaku melanggar ketentuan Undang-undang No.18
tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Pihak Kepolisian kemudian melimpahkan perkara tersebut ke
Pengadilan yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.
7. Pengadilan akan memperoses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
kemudian akan menetapkan keputusan apakah pelaku tersebut terbukti
besalah atau tidak.45
44Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,(  Jakarta, Sinar Grafika, 2008 ).
hlm.7-8.
45 Wawancara dengan bapak Syafrudin, Kasi Perlindungan, Pengamanan Hutan dan
Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Pada 17 Desember 2017.
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Terkait upaya penerapan sanksi hukum pidana formil terkait kasus illegal logging
yang terjadi pada kawaan hutan lindung Paya Rebol. Salah satu kasus dengan
perkara putusan No. 2O/PID.SUS/2015/PN.TKN. Penerapan hukum pidana formil
telah diurai dengan menggunakan dimensi sebagai berikut :
1). Proses pemerikasaan
Untuk perkara tersebut di atas berdasarkan uraian kronologi perkara
mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan
dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkupan tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang
khusus sebagai penyidik. Hal ini sesuai ketentuan ketentuan dalam
KUHAP.46
2). Tindakan hukum yang dilakukan terhadap terdakwa
Untuk perkara di atas langkah awal yang dilakukan oleh pihak berwajib
adalah melakukan penangkapan dan penahanan tersangka selama proses
penyempurnaan berkas perkara sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri
setempat. Penahanan ditingkat penyidik berlangsung selama 20 (dua
puluh) hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2).
Selanjutnya oleh penuntut umum dialihkan menjadi tahanan kota
berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHAP.47
46Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana,( Jakarta, Sinar Grafika,2010). hlm
.18-32.
47M . Karjadi, Komisaris Besar Polisi Pnw,KUHP ( Bogor, Politea, 2014). hlm. 1-4.
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3). Upaya hukum
Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa
terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan
bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah
kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara
cepat.Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon dalam perkara
tersebut diatas terdakwa mengatakan pikir-pikir lagi dalam mengajukan
upaya hukum banding.48
4). Jenis putusan
Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu
sanksi. Keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan
mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak
pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain pemidanaan
itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan
pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan
pemberian sanksi dalam hukum pidana, Pilihan jenis pidana dalam
hukum positif Indonesia (KUHP Pasal 10) dan di luar KUHP dibagi
dalam dua jenis :
a. Pidana Pokok yaitu Pidana mati, penjara, kurungan dan denda dan
pidana tutupan berdasarkan UU No. 20/1946 ;
48Ibid. Pasal 67 KUHP. hlm . 64-65
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b. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan
barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.
Untuk kasus tersebut di atas jenis putusan yang dijatuhkan oleh
hakim terhadap terdakwa adalah pidana pokok dan pidana tambahan
berupa denda.49
5). Eksekusi dan pelaksanaan putusan
Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut terdakwa
harus melaksanakan putusan tersebut. Sehingga dari uraian tersebut diatas,
ditinjau dari segi penerapan hukum pidana formil dalam perkara dengan
Putusan No. 20/PID.SUS /2015/PN-.TKN menurut penulis telah terpenuhi.
Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan Negara
dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat
pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan
atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya
memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah
ditetapkan.50 Tentunya Sesuai dengan yang ketentuan Pasal 278 sampai
283.KUHP.
Dari kasus tersebut bisa dilihat Penebangan hutan secara Illegal itu sangat
berdampak negatif terhadap keadaan ekosistem alam, serta penebangan tersebut
memberi dampak terhadap masyarakat yang umumnya berada di sekitar kawasan
hutan
49Moeljanto, KUHP, ( Yogyakarta, PT Bumi Aksara ,1976 ). hlm. 5-23.
50Analisa penulis terhadap putusan pengadilan, yang merujuk pada ketentuan UU No 18
tahun 2013 dan KUHP
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BAB EMPAT
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di
dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang
menyangkut semua pembahasan bab terdahulu saran-saran dalam kesempurnaan
serta dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan uraian diatas. Maka penulis
menarik beberapa kesimpulan:
1. Secara umum bentuk tindak pidana illegal logging yang terjadi di
kabupaten Bener Meriah tepatnya pada kawasan hutan lindung Paya
Rebol.Yakni dengan melakukan penebangan dibekas lahan yang sudah
dirambah sebelumnya, serta sebagianya masih membuka lahan baru
dengan melakukan perusakan dan pengalih fungsian hutan lindung. Yang
sebagian besar lahan perkebunan tersebut dialihfungsikan untuk lahan
perkebunan hortikultura (budidaya tanaman) yang mendominasi tanaman
masyarakat didalam kawasan hutan lindung tersebut.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana illegal logging demi
memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat untuk keberlangsungan hidup
sehari-hari. Tidak ada tapal batas yang jelas pada wilayah kawasan hutan
khususnya hutan lindung, masih lemahnya perencanaan dan pengawasan
hutan yang dilakukan oleh pihak yang terkait, kurangnya jumlah personil
aparat pengawas hutan yang tidak sebanding dengan luas kawasan hutan
yang harus diawasi dan kemitraan yang dibangun oleh pemerintah dengan
masyarakat masih sangat kurang, kurangnya sosialisasi tentang kehutanan
terhadap masyarakat hukum adat, sehingga terjadi kesalah pahaman
masyarakat hukum adat setempat yang masih menganggap bahwa hutan
lindung tersebut juga masih merupakan bagian dari wilayah hutan milik
masyarakat hukum ada setempat dan mereka tetap mempercayai tradisi
yang di bawa oleh leluhur nenek moyang mereka.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bener Meriah
terkait Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan tindak pidana
illegal logging di kawasan hutan lindung Paya Rebol yang ditangani oleh
Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD wilayah III dan 11 Aceh
dan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait yakni dengan memberikan
sosialisasi tentang betapa pentingnya untuk tidak merambah hutan dan
merusak hutan serta perlunya menjaga lingkungan hidup, memaksimalkan
pengawasan hutan dengan membentuk post polisi kehutanan di beberapa
titik kawasan hutan yang dianggap sangat rawan terjadi perambahan hutan.
Dan upaya penindakan langsung ditempat apabila ditemukan pelaku
perambahan hutan (illegal logging) yang terbukti salah secara hukum.
Serta dengan mengkombinasikan upaya-upaya pencegahan (preventif),
penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi).
4. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus perambahan hutan lindung Paya
Rebol menurut penulis sudah sesuai dengan dengan apa yang
dimaksudkan di  dalam ketentuan  Undang-undang Nomor 18 tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan
memberikan sanksi baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan,
dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku dan umumnya
terhadap masyarakat banyak. Namun tetap saja diluar peraturan tertulis
tersebut masih ada aturan khusus yang berlaku disuatu daerah seperti
aturan hukum adat yang juga tidak boleh dikesampingkan karena
keberlakukanya juga bersifat mengikat bagi suatu masyarakat hukum adat
yang tinggal dalam suatu tempat.
5. Modus kegiatan Illegal logging di kawasan hutan lindung
Perambahan hutan ini berhubungan dengan adanya program daerah untuk
penanaman kentang dan palawija yang dijadikan sebagai penghasilan
utama daerah. Juga disebutkan bahwa ada wacana investor dari Malaysia
yang menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Bener Meriah sebagai
pasar kentang dan palawija. Oleh kerena hal tersebut banyak pihak, baik
dari kalangan masyarakat biasa sampai pejabat, berlomba-lomba ingin
menanam kentang, mengingat harga ketang yang cukup mahal karena
langsung di ekspor. Oleh karena hal tersebut ada pihak-pihak pejabat yang
memanfaatkan siatuasi, salahsatunya dengan menyalahgunakan kekuasaan
mereka terutama dalam masalah perizinan untuk membuka lahan pada
kawasan hutan lindung.
4.2. SARAN
1. Diharapkan kiranya agara semua pihak turut bahu membahu dalam
meminimalisir praktik ini, karena tanpa adanya kerjasama antar pihak
pemerintah dengan masyarakat, maka praktik tindak pidana ilegal logging
akan sangat sulituntuk ditekan persentasenya dan perlu diingat bahwa
pemberantasan tindak piadana illegal logging bukanlah tanggung jawab
dari suatu kalangan saja tetapi itu juga tanggung jawab seluruh lapisan
masyarakat tanpa ada terkecuali. Serta khususnya kepada Pemerintah
Daerah Bener Meriah, diharapkan harus lebih bijak dalam menerapkan
hukum untuk menekan terjadinya  kasus tindak pidana illegal logging
dengan cara memaksimalkan upaya-upaya pengawasan pada kawasan
hutan lindung agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan tetap terjaga.
2. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh,
Terkait dengan masyarakat, diperlukan kejelasan dan penegasan atas
setatus setiap kawasan baik itu hutan negara, adat maupun hak milik, hal
ini demi kepastian dan kejelasan kepemilikan lahan, pendekatan terhadap
kesejahteraan masyarakat juga diperlukan agar tekanan masyarakat
terhadap hutan berkurang dan diharapkan sebagai warga negara yang
berpengetahuan dan bertanggung jawab, perlunya kesadaran diri masing-
masing individu untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
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